
Negara 

ten tang 
dalam 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
Pem bentukan Oaerah · Oaerah Kabupaten 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita 
Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor I 7 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisrem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahon 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 44211: 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a. perlu ditetapkan Peraturan 
Bu pati ten tang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Rincian Dana Desa Bagi Desa-Desa di Kabupaten Bekasi 
Tah un Anggaran 2018. 

a. bahwa berdasarkan Pasal J 2 ayar (1) Peracuran 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 centang Dana Oesa 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara sebagaimana telah diu bah terakhir kali dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahao Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bupati 
menetapkan rincian Dana Oesa untuk setiap Desa: 

BUPATI BEKASI. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Jengingat 

""' mbang 

BUPATI BEKASI 
PROVINSIJAWABARAT 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

NOMOR I TAHUN 2018 

TENTANG 
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RilfCIAN DANA DESA 

BAGI DESA·DESA DI KABUPATElf BEKASl TAHUN ANGGARAl'I ao111 



::, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201-' tentang 
Pemenntahan Daerah sebagairnana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Uudang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang· 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pi,merlntahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahuo 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2018 (Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6138); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 centang 
Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4$78); 

1 O. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 rentang Desa (Lembaran N~ Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Tambahan Lembe.ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 55391, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 
Tahun 2015 rentang Perubahan atas peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negi,ra 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717J; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahurt 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Penclapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 5558), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraruran 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 l'{omor 57, 
Tambaha.n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5864); 



l2. Peraiuran Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2018 [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 I 7 Nomor 224): 

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 201-f 
rentang Pedornan Teknis Peraturan di Desa (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 201-l Nomor2091); 

14. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 113 
Tahun 2014 teniang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209.\): 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor I Tahun 2015 
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal 
Usu! dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 l 5 Nomor 158]; 

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme 
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 

18.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal. dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 
tentang Pendampingan Desa [Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 160); 

l 9. Peratu.ran Menteri Desa. Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan 
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor296); 

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 

· ten tang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2018 (Betita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1883); 

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 
tentang Pengelolaan Transfer ke Oaerah dan Dana Desa 
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
5371 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
225/PMK.07/2017 (Betita Negara Republik lndonesia 
'l'ahun 2017 Nomor 1970): 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07 /2017 
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Oesa setiap 
Kaabupaten/Kota dan Penghirungan Rincian Dana Desa 
Setiap Desa: 



Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang climaksud dengan: 

I. Daerah adalah Kabupaten Bekasi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Bekasi. 
3. Bupati adalah Bupati Bekasi. 
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang unruk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan. kepentingan 
masyaraka.t setempat berdasarkan prakarsa rnasyarakat, 
hak asal usu!, dan/ atau hak tradisional yang dialrui dan 
dihormati dalam sistem _pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

pi;;RATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN 
DAN Pi;;NETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA Dl 
KABUPATEN BEKASL TAHUN ANGGARAN 2018 

BAB l 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6}; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 
Tab.un 2016 centang Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaien Bekasi Tahun 2016 Nomor 8}; 

26. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2017 Nomor 8); 

27. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 72 Tahun 2016 
tentang, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan 
Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2016 Nomor 72). 

23. Peraruran Oaerah Kabuparen Bekasi Nomor 26 
Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan 
Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12 seri 
Di; 

Ymetapkan 



Pasal 3 
Alokasi dasar senap desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ;2 huruf a, dibitung berdasarkan alokasi dasar per 
kabupaten/kota dibagijumlah desa, 

Pasal 4 

(I) Alokasi Afinnasi seuap Desa sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa TertinggaJ 
dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah 
penduduk miskin tinggi. 

(2) Alokasi Afinnasi per Desa dihitung dengan rumus 
sebagai berikut: 

AA per Desa = AAKob/"°m / {(2 • 0$1') • ( I • 01')f 

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bekasi 
Tahun Anggaran 2018, <lialokasikan secara merata dan 
berkeadilan berdasarkan: 
a. AJokasi Dasar; 
b. Alokasi Afirmasi; dan 
c. Alokasi Formu la. 

BAB [I 
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

S Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan 
bag! Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu 
Perangkat Desa sebagal unsur penyeleoggara 
Pemerintahan Desa. 

7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh 
Kementenan Dalam Negeri. 

8. Anggaran Pendapatan dan BelanJa Desa. yang 
selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rcncana 
keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

P.asal 2 



= Alokasi Ponnula setiap Desa 
• rasso jurnlah penduduk setiap Desa 

terhadap total penduduk Desa 
kabupaten/kota. 

= rasio jumlab penduduk miskin setiap Desa 
terhadap total penduduk miskin Desa 
kabupaten/kota. 

Z2 

DST • Jumlah Desa Sangat Teninggal yang 
memiliki jttmlah penduduk miskin 
tinggi 

OT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki 
jumlah penduduk rniskin tinggi 

(3} Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang 
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung 
sebesar I (satu} kali Alokasi Afirmasi per Desa. 

(4) Besaran Alokasi Aftrmasi untuk Desa Sangat Tertingga) 
yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung 
sebesar 2 (dual kali Alokasi Afirrnass per Desa. 

(S} Desa Tertinggal dan Oesa Sangat Tertinggal dengan 
Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal 
dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh 
Kementerian Keuangan. 

Pasal 5 

Alokasi Pormula sebagaimana diroaksud pada Pasal 2 buruf 
c, dihitung berdasarkan data jumlab penduduk, angka 
kemiskinan, luas wilayah. dan indeks kesulitan geogra.fis 
yang bersumber dari kementerian yang berwenang 
dan/atau tembaga yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang statistik. 

Pasal 6 

Penghirungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan 
formula sebagai berikut: 
AF Desa - {(O, 10 • Zll + (0,50 - Z21 + (0.15 • Z3) + (0,25 • Z<l)I 'AF 

Kab/Kota 
Keterangan: 
AFDesa 
Zl 

Keterangan: 
AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa 

=- Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam 
Lampiran Perpres mengenai Rincian 
APBNTA2018 



Pasal 8 

(I) Penyalu ran Dana Desa dilakukan dengan cara 
pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk 
selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke 
RKD. 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dilakukan secara bertahap. dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. tahap I pada bulan Maret sebesar 600.4 (enam puluh 

perseratus); 

b. tahap Il pada bulan Agustus sebesar 400.4 (empat 
puluh perseratus); dan 

(3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke 
Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja setelab Dana Desa diterima di 
Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan 
penyaluran telah dipenuhi. 

(4) Penyaluran Dana Desa 1'ahap I dilalrukan setelah Kepala 
Desa menyampaikan: 
a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati. 
b. Iaporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya. 
c. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan 

laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada buruf a 
dan b kepada Bupati paling lambat minggu kedua 
bulan Februari. 

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tabap II 
dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi 
penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dari 
Kepala Desa. 

ZJ = rasio J uas wilayah seuap Desa terhadap 
total luas wilayah Desa kabupaten/ kota. 

Z4 = rasio J:KG senap Desa terhadap !KG Desa 
kabupaten/kota. 

AF Kab/Kota = AJokasi Formula kabu-paten/kota. 

Pasal 7 

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di 
K.abupaten Bekasi 1'ahun Anggaran 2018 sebagaimana 
tercanrum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB Ill 
PENYALURAN DANA DESA 



(I) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai 
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang 
pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat 
Oesa. 

(2) Prioritas penggu naan Dana Desa diutamakan 
untukmembiayai pelaksanaan program dan kegiatan 
yang bersifat lintas bidang. 

131 Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
12) antara lam bidang kegiatan produk unggulan Desa 
atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa 
Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai 
dengan kewenangan Desa. 

14) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat 13) merupakan unit usaba yang 
dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama. 

151 Prioritas penggunaaan Dana Desa sebagairoana 
dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh 
Pemerintah Desa kepada mas) arakat Desa di ruang 
publik yang dapat diakses masyarakat Desa. 

Pasal 9 

Prioritas Penggunaan Dana Desa 

BABIV 
Bagian Kesaru 

(6J Laporan reehsast penyerapan dan capaian output Dana 
Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling 
kurang sebesar 75% (tujub puluh lima persem clan race­ 
rata capaian ouiput menunjukkan paling kurang 
sebesar 500/o (lima puluh persenl. 

(71 Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase 
capaian output dari seluruh kegiatan. 

(81 Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 
output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan 
ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data 
bidang. kegiatan, sifat kegtatan, uraian output, volume 
output, cara pengadaan, dan capaian output. 

(91 Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud 
pada ayat (8) belum memenuh.i kebutuhan input data. 
kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data 
dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh 
kementerian/lembaga terkait. 



Bagian Kedua 
Bidang Pembangunan Desa 

Pasal 10 
Dana Desa d.tgunakan untuk membiayai pembangunan 
Desa yang dituju kan untuk menin-g.katkan kescjahteraan 
masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia 
serta penanggulangan keroiskinan dengan pnontas 
penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan 
program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi 
antara lain: 
a. pengadaan, pembangunan. pengembangan. dan 

pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk 
pemenuhan keburuhan: 
I. lingkungan pemukiman; 
2. transportasi; 
3. energi: dan 
4 informasi dan komunikasi. 

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar 
untuk pemenuhan keburuhan: 
l. kesehatan masyarakat; dan 
2. pendidikan dan kebudayaan. 

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
perneliharaan sarana prasarana ekonomi untuk 
mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi: 
I. usaha ekonomi pertanian berskala produktif unruk 

ketahanan pangan; 
2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi 

aspek produksi. distribuai dan pemasaran 
yangdifokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/atau 
produk unggulan kawasan perdesaan: dan 

3'. usaha ekonomi non pertanian berskala produktff 
rneliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran 
yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/atau 
produk unggulan kawasan perdesaan. 

d. pengadaan. pembangunan, pengembangan, dan 
perneliharaan sarana prasarana lingkungan untuk 
pemenuhan kebutuhan: 
I. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam; 
2. penanganan bencana alam; dan 
3 pelestarian lingkungan hidup. 

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam 
Musyawarah Desa. 



. . . . 

b. Desa Berkembang memprioritaskao kegiatan 
pembangunan Desa pada: 
I. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

infrastruktur ekonomi serta pengadaan 
saranaprasarana produksi, distribusi dan pemasaran 
untuk mendukung penguatan usaha ekonomi 
pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk 
ketahananpangan dan usaha ekonomi lainnya yang 
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 
produkunggulan desa dan/acau produk unggulan 
kawasan perdesaan; dan 

2. pembangunan dan pemeliharaan infraatruktur serta 
pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan 
Jingkungan yang diarahkan pada upaya mendukuog 
pemenuhan akses masyarakat Oesa terhadap 
pelayanan sosial dasar dan liogkungan. 

c, Oesa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioricaskan 
kegiatan pembangunan pada: 
I. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana 
prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk 
mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi 
pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk 
ketahanan pangan dan usaha ekonorni lainnya yang 
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 
produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 
kawasan perdesaan: dan 

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta 
pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan 

Pasal l l 

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan 
pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat 
mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat 
perkembangan kemajuan Desa, meliputi: 
a Desa Tertinggal dan/arau Desa Sangat Ten:inggal 

memprioritaskan kegiatan pembangunan Oesa pada: 
I. peogadaan, pembaogunan. pengembangan, dan 

pemeliharaan sarana prasarana dasar. dan 
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

sarana prasarana ekonomi serta pengadaan 
produksi,distribusi dan pemasaran yang diarahkan 
pada upayamendukung pembentukan usaha ekonomi 
pertanianberskala produktif, usaha ekonomi 
pertanian untukketahanan pangan dan usaha 
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan 
desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan. 



Bagian Keriga 
Bidang Pemberdayaan Masyaroka• 

Pasal 12 
t 11 Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan 

kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang 
ditujukan unruk meningkatkan kapasitas dan 
kapabilitas masyarakat Desa dengan 
Pendayagu nakan potensi dan sumberdayanya sendiri 
sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara 
mandiri. 

t2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diprioritaskan 
meliputi: 
a peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses 

perencanaan, pelaksaoaan dan pengawasao 
pembaogunan Desa; 

b. pengembangan kapasitas di Desa melipuri: 
pendidikan, pembelajaran. pelatihan, penyuluhan 
dan bimbingan teknls. dengan materi tentang 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 
Desa; 

c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa; 
d pengelolaan dan pengembangan sistem informasi 

Oesa; 
e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial 

dasar di bidang pendidikan, kesehatan, 
pemberdayaan perempuan dan anak, serta 
pembeJ'dayaan masyarakat marginal dan anggota 
masyarakat Desa penyandang disabilitas; 

r. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian 
lingkungan hidup: 

g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana 
alam dan penanganannya: 

h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha 
ekonomi produktif yang dikelola oleb BlJM Dcsa 
dan/atau BUM Desa Bersarna, 

1. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh 
kelompok masyarakar, koperasi dan/atau lembaga 
ekonomi masyarakat Desa lainnya; 

J. pengembangan kerja sama an tar Desa dan kerja 
sama Desa dengan pihak ketiga, dan 

k. bidang kegiaran pemberdayaan masyarakat Desa 
lainoya yang sesuai dengan analisa kebutuhan 
Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa. 

penmgkatan kualitas pemenuhan akses masyarakaL 
Desa terhadap petayanan sosial daoar dan 
lingkungan. 



Pasal 17 

(I) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi 
penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap 
penyaluran kepada Bupati. 

Pasal 13 
BABV 

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS 
PENOOUNAAN DANA DESA 

Pasal 14 
Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 
merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa 
yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu 
pada perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. 

Pasal 15 
( I l Penggunaa.n Dana Desa unruk prioritas bidang 

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 
Oesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (I), 
menjadi prioritas kegiatan, angga.-a.n dart belanja Oesa 
yang disepakati dan diputuskan melaJuJ Musya"~'a.r"'-h 

Desa. 
(2) Hasil kepurusan Musyawarah Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) sebagai acuan bagi penyusuna.n 
Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa. 

(3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 
dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Desa. 

(4) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa. 

Pasal 16 
(I) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat 

kemajuan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan 
Desa, Pemerintah Desa menggunakan data lndeks Desa 
Membangun. 

(2) lnformasi penggunaan data lndeks Desa Membangun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
diin[ormasikan secara terbuka oleb Pemenntah Daerah 

BAB VI 
PELAPORAN DANA DESA 

131 Pen~mbangan kapasuas di Desa sebagaimana 
dunaksud pada avat (21 drswakelola oleb Desa atau 
badan kena sama amar-Desa. 

l~I Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayar (31 dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama 
antar Desa. 



a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 8 ayat (4) atau Pasal 8 ayat (5): 

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tanun anggaran 
sebelumnya lebih dari 30o/o (tiga puluh persen); 
dan/atau 

c. terdapat Rekomendasi yang disampaikan olch aparat 
pengawas fungsional di daerah. 

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) huruf b dilaku.kan terhadap 
penyaluran Dana Desa tahap lJ tahun anggaran berjalan 
sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya. 

BAB VII 
SANKS! 

Pasal 18 

(II Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hat: 
• 

121 Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa sebagaimana dtmaksud pada ayat ( LI terdiri atas: 

a. laporan realisasi penyera_pan dan capaian output 
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan 

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
Dana Desa sam pai dengan tahap 11. 

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa tahun anggaran sebeJumnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (21 huruf a disampaikan paling 
lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa sampai dengan tahap 11 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b disampaikan paling tambat tanggal 
7 Juni tahun anggaran berjalan. 

(5) Dalam ha! terdapat pemutakhiran capaian output setelah 
batas waktu penyampaian laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (41, KepaJa Desa dapat 
menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada 
Bupati untuk selanjumya dilakukan pemutakhiran data 

pada aplikasi Software. 
(6) Bupati dapat mendorong proses percepatan 

penyampaian laporan realisasi penycrapan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dengan 
berkoordinasi dengan Kepala Oesa. 



diterima; 
b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya 

kurang dari atau sama dengan 30<\i>; clan 
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional 

daerah. 
(2) Dalarn ha! penunda.an penyaluran Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (I) buruf a 
dan huruf c berlangsung sampai dengao bera.khirnya 
tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan Jag; 
ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD 
sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) kepada Kepala 
KPPN srlflku KPA Penvatur-an OAK Pisik <Ian Dana Desa, 

(3} Da1am bal Sisa Dana Desa di RKD tahuo anggaran 
sebelumnva lebih besar dari jumlah Dana Desa yang 
akan disalurkao pada ta.hap II, penya!uran Dana Desa 
tahap II tidak dilakukan. 

(4) Dalam ha! sampai dengan roinggu Kedua bulan Juni 
tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun 
anggaran sebelumnya masih Jebih besar dari 30'!'o (nga 
pulub persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapar 
dlsalurkan dan menjadl sisa Dana Desa di R1'.'UD. 

(5} Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan 
sebagaimana d.imaksud pada ayat (3) dao ayat (41 
kepada, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran OAK Fisik 
dan Dana Desa. 

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali 
pada tanun anggaran berikutnya, 

(7) Rekomendasi sebagairoana dimaksud pada ayat (lJ 
huruf c disampaikan o1eh aparat pc.ngawas fungsional di 
daerah dalam bal terdapat potensi atau telah terjadi 
penyimpangao penyaluran dan/atau penggunaan Dana 
Oesa. 

j8J Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayar (7) 
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada 
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran OAK F'isik dan 
Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 

Pasal 19 

(I) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda 
dalarn ha!: 

sebagaimana 
b uru.f a telah 

penyaluran 
18 ayat (1) 

persyaratan 
dalam Pasal 

a.dokumen 
dimaksud 



BAB VIII 
PEMBINMN DA.N PENOAWASAN 

Pasal 20 
(l) Oalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan, 

dan evaluasi penggunaan Dana Oesa dilaksanakan oleh 
Oinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat. 

(2) Camat sebagairnana dimaksud pada ayat ( I) melakukan 
tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan 
prioritas penggunaan dana Desa melalui Iasditasi 
penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan 
program pemberdayaan masyarakat Oesa. 

(-<1 Bupan membentahukan kepada Kepala Desa yang 
bersangkutan mengenar Dana Desa yang dlrunda 
penyalurannya sebagaunana <liroaksud pada ayat (3) 
paling \ambat akhir bulan November tahun anggaran 
berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan 
APBDesa tahun anggaran berikurnya. 

(51 Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Oesa di RKUD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan 
APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan 
kerentuan peraturan perundang-undangan. 

{61 DaJam hal sisa Dana Desa di RKUD be\um disalurk~ 
dari RKUO ke RKD sampai dengan akhir bulan Februan 
tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut 
diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran 
Dana Oesa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran 
benalan. 

(7) Oalam ha! Oesa telah memenuhi persyaratan penyaluran 
sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggarao 
berialan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran 
sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari 
RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA 
Penyaluran OAK Fisik dan Dana Desa paling lambat 
minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan. 

(81 Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Oesa 
tahap II dari bupati, Kepala KPPN setaku !,;PA 
penyaluran OAK Fisik dan Dana desa menyalurkan sisa 
Dana Oesa tahap II yang belum disalurkan dari RJ..lJN ke 
RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran 
berjalan. 

(91 Oalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan 
permintaan penyaluran Dana Desa tahap O sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Oesa tahap II yang 
belum disalurkan dan RKU.N ke RKUD tahun anggaran 
berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). menjadi 
Sisa Anggaran Lebih pada RKUN . . 



\ DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 

k=-'lllltl!:J<andt Cikarang Pusat 
.'lggal 19 JJ:JfOAn 2018 

is,wus DAERAH KABUPATEl'f BEKASI, ~ t 
Hj. NEl'fENG HASANAH YASDI' 

BUPATI BEKASI 

Ditetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal: ~ , - 

TTD 

Pasal 21 

Peraruran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundang)<an. 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati JOI dengan 
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi 

BABIX 
KETENTUAN PENUTUP 

131 Pemenntah Desa dan Sadan Permusyawaratan Cesa 
melaksanakan tugas pemantauan clan evaluasi 
peaggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah 
Desa disesuaikan dengan format laporan Desa yang 
berlaku secara berkala. 

(41 Hasil pemanrauan dan evaluasl scbag.aunana dim.aksud 
pada ayat (2) clilakukan penilaian oleh Oinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan disampaikan 
kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 


